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ABSTRACT

Marriage is an agreement made by two people, in terms of, This is an agreement
between a man and a woman with a material goal, namely forming a happy and
eternal family (household) based on Belief in One Almighty God, as the first
principle in Pancasila. In a marriage carried out one of them will give birth to the
effects of marriage on assets. As situations and conditions develop in society,
many potential partners finally decide to enter into a marriage agreement,
bearing in mind that this is because both men and women are capable of
producing their respective assets and there are many other reasons why they
should enter into a marriage agreement. A marriage agreement is an agreement
made by two people (prospective husband and wife) before the marriage takes
place. The marriage agreement has been regulated in Article 29 of the Marriage
Law No. 1 of 1974 but with the issuance of the Constitutional Court decision No.
69/PUU-XI111/2015 there have been several changes in the Marriage Agreement
which are currently still Pros and Cons in society. The problems examined in this
study are: how is the marriage agreement viewed from the Civil Code. As for the
analysis of legal materials in this study, it is carried out by processing and
analyzing qualitatively and as outlined descriptively. The results of the research
in the first conclusion that the regulation of marriage agreements in Indonesia is
contained in several laws including the Civil Code, Marriage Law No. 1 of 1974,
KHI and Constitutional Court Decision No. 69/PUU-X111/2016.

Keywords: Marriage, Marriage Agreement, Legal Consequences

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang, dalam hal
ini adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan
tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam
Pancasila. Dalam perkawinan yang dilakukan salah satunya akan melahirkan
akibat perkawinan terhadap harta kekayaan. Semakin berkembangnya situasi dan
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kondisi di masyarakat banyak para calon pasangan yang akhirnya memutuskan
untuk membuat Perjanjian Kawin mengingat hal ini dikarenakan baik pihak
lakilaki maupun perempuan mampu menghasilkan harta kekayaan masing-masing
dan masih banyak alasan lain kenapa harus membuat perjanjian kawin. Perjanjian
kawin adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua orang (calon suami istri)
sebelum dilangsungkanya perkawinan. Perjanjian kawin telah diatur dalam pasal
29 Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 namun dengan lahirnya
putusan mahkamah konstitusi No. 69/PUU-XI111/2015 terjadi beberapa perubahan
dalam Perjanjian Kawin yang saat ini masih menjadi Pro Kontra di dalam
masyarakat. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah: bagaimana
perjanjian perkawinan ditinjau dari kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Adapun analisis bahan hukum di dalam penelitian ini, dilakukan dengan
mengolah dan menganalisis secara kualitatif dan dituangkan secara deskriptif.
Hasil penelitian pada simpulan pertama bahwa pengaturan perjanjian kawin di
Indonesia terdapat dalam beberapa Undang-Undang diantaranya KUH Perdata,
UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, KHI dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.
69/PUU-XI11/2016.

Kata Kunci: Perkawinan, Perjanjian Kawin, Akibat Hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan era milenial sekarang ini, semakin banyak masyarakat
Indonesia yang sadar akan pentingnya hukum bagi perlindungan diri sendiri.
Salah satu bentuk perlindungan diri ialah dengan melindungi hak-haknya dalam
suatu hubungan perkawinan. Perlindungan hak-hak individu dalam hubungan
perkawinan menurut hukum positif Indonesia dapat diberlakukan dengan
membuat suatu perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan di Indonesia mulai
diperbolehkan dibuat sejak diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata pada tanggal 1 Mei 1848 (Hanafi Arief, 2017).

Perjanjian perkawinan dalam Bahasa Inggris disebut juga dengan
Prenuptial Agreement. Pengertian perjanjian perkawinan sendiri tidak terdapat
penjelasan dalam Undang-Undang Perkawinan, melainkan hanya disebutkan
mengenai istilahnya saja dan diatur mengenai keabsahannya, saat berlakunya,
serta dapat diubahnya perjanjian tersebut. Soetojo Prawirohamidjojo
mengemukakan bahwa perjanjian perkawinan merupakan perjanjian atau
persetujuan yang dibuat oleh calon suami isteri, sebelum atau pada saat
perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap

harta kekayaan (Soetojo Prawirohamidjojo, 1986: hal 57).
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Perjanjian perkawinan menurut asalnya adalah terjemahan dari kata
“huwelijkesevoorwaarden” yang terdapat dalam Burgerlijk Wetboek (BW) yang
istilah ini juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kata
“huwlijk” menurut bahasa berarti perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang
perempuan dan “voorwaard” mempunyai arti syarat atau persetujuan. Pengertian
perjanjian perkawinan yaitu persetujuan yang dibuat untuk/dalam suatu
perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan (Martias Gelar Imam
Radjo Mulono, 1982: hal 107).

Secara umum, perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta
kekayaan calon suami istri. Tujuan perjanjian perkawinan adalah untuk mengatur
akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan. Beberapa manfaat
dari dibuatnya perjanjian perkawinan, antara lain (Soetojo Prawirohamidjoyo dan
Marthalena Pohan, 2002: hal 79).

1. memisahkan harta kekayaan suami dan istri sehingga tidak terjadi
percampuran harta kekayaan, sehingga apabila suatu saat terjadi perceraian
diantara keduanya, masing-masing harta tetap dalam penguasaan masing-
masing dan meminimalisir adanya konflik harta gono-gini;

2. masalah hutang yang dibuat dalam perkawinan akan menjadi tanggung
jawab masing-masing;

3. apabila salah satu dari suami atau istri hendak mengalihkan dan/atau
menjual harta kekayaan serta hendak melakukan suatu tindakan hukum
tentang harta kekayaannya tidak diperlukan adanya izin dari pasangan
(istri/suami); dan

4. tidak perlu adanya izin terlebih dahulu dari pasangan mengenai fasilitas
kredit yang suami/istri ajukan dalam hal menjaminkan aset yang terdaftar
atas namanya.

Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kemudian menentukan
bahwa “Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri
adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-
undangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi
tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala
ketentuan hukum yang berlaku (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2008: PS 139).”
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Perjanjian kawin yang berisi penyimpangan terhadap persatuan-persatuan
bulat biasanya dibuat oleh calon suami-istri yang jumlah kekayaannya sangat
tidak berimbang, misal calon suami yang dikategorikan sangat mampu, sedangkan
calon istri sangat kekurangan, atau sebaliknya (Mochamad Djais, 2008: hal 101) .

Perjanjian perkawinan menurut ketentuan Pasal 147 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata harus dibuat sebelum perkawinan berlangsung dan harus
dibuat dalam bentuk akta Notaris. Setelah dibuatkan dan dikonstantir dalam suatu
akta Notaris, perjanjian perkawinan ini dapat mulai berlaku pada saat perkawinan
telah dilaksanakan di depan Pegawai Catatan Sipil dan mulai berlaku terhadap
pihak ketiga sejak dilakukannya pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
setempat, dimana dilangsungkannya perkawinan dan telah dicatat dalam Akta
Perkawinan pada Catatan Sipil (Ramadhan Wira Kusuma, 2010 : hal 19). Menurut
Pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila pendaftaran perjanjian
perkawinan belum didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan belum
dicatatkan pada Akta Perkawinan Catatan Sipil, maka pihak ketiga boleh
menganggap perjanjian perkawinan yang dibuat diantara suami-istri tersebut tidak
sah dan menganggap suami-istri tersebut melaksanakan perkawinan dengan
persatuan bulat harta kekayaan perkawinan (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio,
2008: PS 152).

Seiring berjalannya waktu dengan bertambahnya peraturan-peraturan
sebagai hukum positif di Indonesia, pada tanggal 1 Oktober 1975 telah berlaku
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur hal-hal
mengenai hubungan perkawinan di Indonesia. Perjanjian perkawinan dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Bab V
Pasal 29 dan diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan juga mengalami perubahan setelah
dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X111/2015.
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Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif, yaitu suatu metode yang
datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya dengan tidak dibuat dalam
bentuk simbol-simbol, bilangan, ataupun rumus. Adapun pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Sebagai metode, maka metode ini
berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan
hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkupnya menjadi peraturan perundang-
undangan. Disamping kajian terhadap putusan tersebut, maka lazimnya juga
diadakan identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan
peraturan perundang-undangan (Bambang Sunggono, 2015: hal 98). Pendekatan
ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu
ke waktu dan memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi
aturan itu (Amiur Nuruddin, 2010: hal 53).

PEMBAHASAN
Kekuatan Mengikat Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang
Perkawinan

Hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan perjanjian
perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat perbedaan dan berdasarkan asas hukum
yaitu asas lex specialis derogate legi generalis yang merupakan asas penafsiran
hukum bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang
bersifat umum, maka ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya lebih efektif
dilaksanakan dengan tetap mengindahkan ketentuan perjanjian perkawinan yang
terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku
pada tanggal 1 Oktober 1975. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, sehingga di Indonesia telah terjadi unifikasi dalam
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bidang Hukum Perkawinan, kecuali sepanjang yang belum atau tidak diatur dalam
undang-undang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan (Amiur
Nuruddin, 2010: hal 53). Setelah diberlakukannya perundang-undangan tersebut,
peraturan mengenai perkawinan di Indonesia, khususnya dalam pembahasan ini
ialah mengenai perjanjian perkawinan mulai berlaku menggunakan Undang-
Undang Perkawinan tersebut. Problematika perkawinan yang semakin kompleks
mengakibatkan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dengan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019.

Berdasarkan aturan Pasal 119 sampai dengan Pasal 198 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis
perkawinan perjanjian, antara lain:

a. Perjanjian perkawinan pisah harta bawaan masing-masing suami atau istri.
Pemisahan harta ini dipisahkan terhadap harta bawaan dari masing-masing
suami istri yang didapatkan sebelum adanya hubungan perkawinan. Maka
secara langsung, harta bawaan seperti hibah, waris, dan lain sebagainya
tetap dalam penguasaan masing-masing suami atau istri. Mengenai harta
yang diperoleh setelah adanya hubungan perkawinan tetap menjadi harta
bersama keduanya yang dimiliki bersama;

b. Perjanjian perkawinan pemisahan untung rugi. Pemisahan ini meliputi
pemisahan apabila terdapat keuntungan setelah adanya hubungan
perkawinan diantara suami atau istri, maka keuntungan tersebut akan
dibagi sama rata terhadap keduanya. Sedangkan, apabila terdapat kerugian
setelah adanya hubungan perkawinan, maka kerugian tersebut menjadi
tanggung jawab masing-masing antara suami atau istri tersebut;

c. Perjanjian perkawinan pemisahan harta secara bulat atau sepenuhnya.
Pemisahan harta ini artinya seluruh harta dalam perkawinan, baik harta
yang sudah ada sebelum adanya hubungan perkawinan maupun harta yang
timbul sepanjang adanya hubungan perkawinan tersebut menjadi hak dari
masing-masing suami dan istri. Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan

pemisahan harta secara bulat ini, maka diantara keduanya dapat
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melakukan suatu perbuatan hukum sendiri dari hartanya tanpa diperlukan

persetujuan dari suami/istri.

Pembuatan perjanjian perkawinan pada umumnya memang berdasarkan
kehendak para pihak, akan tetapi Pasal 139 sampai Pasal 143 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata mengatur ketentuan yang tidak boleh dicantumkan dalam
perjanjian perkawinan, antara lain:

1. perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan
ketertiban umum;

2. perjanjain perkawinan tidak boleh mengganggu hak-hak yang dilimpahkan
kepada suami dalam kedudukannya sebagai kepala rumah tangga;

3. perjanjian perkawinan tidak boleh mengganggu hak-hak yang telah
diberikan undang-undang kepada suami atau istri atau pasangan hidup
yang paling lama;

4. perjanjian perkawinan tidak boleh melepaskan kewajiban hukumnya
mengenai harta warisan keturunannya dan tidak dapat mengatur harta
warisan keturunannya;

5. perjanjian perkawinan tidak boleh menetapkan bahwa yang satu harus
bertanggung jawab atas bagian yang lebih besar dari utang harta bersama
daripada yang lain;

6. para pihak tidak boleh memperjanjikan bahwa ikatan perkawinannya akan
diatur oleh hukum asing serta adat istiadat yang dahulu pernah berlaku di
Indonesia dan daerah-daerah jajahannya.

Perjanjian perkawinan dibuat dalam akta Notaris karena dibutuhkan akta
otentik untuk memberikan kepastian pembuktian dari perjanjian tersebut. Akta
otentik ialah akta yang harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-
undang, dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, dan harus dibuat di tempat
pejabat itu berwenang (Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim Sutikno, 2018: hal
222). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
yang menyebutkan bahwa Notaris dalam menjalankan tugasnya berwenang untuk
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membuat akta otentik bagi para pihak yang berkehendak, baik itu akta perjanjian
perkawinan, maupun akta-akta otentik lainnya (UU No. 30 Tahun 2004).

Peranan dari seorang Notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan
sangat diperlukan karena didalamnya mengatur banyak hal, khususnya mengenai
harta kekayaan. Wewenang seorang Notaris dalam pembuatan akta yang
dibuatnya adalah sebatas isi perjanjian yang telah memenuhi syarat sahnya
perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
mana menyebutkan syarat sah perjanjian yaitu adanya kesepakatan dari para
pihak, para pihak harus cakap dalam membuat suatu perjanjian, terdapat suatu hal
tertentu, dan suatu sebab yang halal. Akta Notaris akan menjadi alat bukti yang
memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal apabila
dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya dalam hal
memutus perkara perceraian, harta kekayaan masing-masing pihak, maupun
utang-piutang.

Setelah pembuatan perjanjian perkawinan oleh Notaris dalam bentuk Akta
Perjanjian Perkawinan, salinan akta tersebut perlu dicatatkan dan disahkan oleh
Pegawai Pencatat Perkawinan dan kekuatan mengikat perjanjian perkawinan
tersebut akan mengikat setelah Pegawai Pencatat Perkawinan membuat catatan
pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan atau menerbitkan Surat
Keterangan bagi perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia dan pencatatan
perkawinannya dilakukan di Negara lain (Direktorat Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, 2017).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 29 disebutkan bahwa
perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan
atas persetujuan bersama kedua belah pihak mengadakan perjanjian tertulis yang
disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga
terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Berdasarkan bunyi pasal
tersebut, Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa kekuatan mengikat
suatu perjanjian perkawinan yakni setelah didaftarkan dan disahkan oleh Pegawai
Pencatat Perkawinan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara Undang-
Undang Perkawinan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menurut

ketentuan Pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa
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kekuatan mengikat dari suatu perjanjian perkawinan yakni sebelum dibukukan
dalam suatu register umum di kepaniteraan pada Pengadilan Negeri dimana dalam
daerah hukumnya perkawinan tersebut dilangsungkan. Dari kedua ketentuan
tersebut, yang berlaku pada saat ini berdasarkan asas lex specialis derogate legi
generalis, maka ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
mengenai kekuatan mengikat perjanjian perkawinan dikesampingkan oleh
Undang-Undang Perkawinan, serta asas lex posterior derogate legi priori, yaitu
asas penafsiran hukum bahwa hukum terbaru mengesampingkan hukum yang
lama, maka ketentuannya berlaku ketentuan yang terbaru.

Perjanjian perkawinan termasuk peristiwa yang penting berdasarkan
klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian perkawinan yang dibuat
berdasarkan kehendak kedua belah pihak, sehingga perjanjian perkawinan perlu
didaftarkan dan dicatatkan dalam rangka mencatat peristiwa-peristiwa penting
dalam kehidupan manusia. Ketentuan tentang keabsahan perjanjian perkawinan
baru mengikat setelah didaftarkan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat
Perkawinan menjadikan pihak ketiga harus benar-benar mengetahui bahwa
perjanjian perkawinan tersebut telah didaftarkan atau hanya sekedar membuat
perjanjian perkawinan saja. Pihak ketiga dapat mengangap perkawinan
berlangsung dengan harta persatuan apabila para pihak tindak mendaftarkan dan
dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Sehingga, apabila terjadi
persangkutang hutang dengan suami atau istri, penyelesaiannya dilakukan dengan
melibatkan harta bersama. Perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan dan tidak
dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan hanya berlaku antara kedua pihak
saja.

Undang-Undang Perkawinan dalam menentukan isi dalam perjanjian
perkawinan tidak menekankan pada harta kekayaan saja, sesuai dengan Pasal 29
ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perjanjian tersebut
tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan
kesusilaan. Apabila dibandingkan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata mengenai perjanjian perkawinan, isi perjanjiannya hanya

menekankan pada harta kekayaan suami istri saja.
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Perjanjian perkawinan lazimnya dibuat hanya untuk mengatur harta
kekayaan dalam hubungan perkawinan. Akan tetapi, apabila mengacu pada asas
kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan
dapat ditambahkan klausula-klausula tambahan mengenai apa yang ingin diatur
dalam perjanjian perkawinan tersebut asalkan tidak melanggar batas-batas hukum,
agama, dan kesusilaan, serta ketentuan yang terdapat dalam Pasal 140, 141, 142,
dan 143 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang melarang untuk mengurangi
atau menghilangkan hak-hak masing-masing suami istri. Beberapa contoh
perjanjian perkawinan diluar harta kekayaan yaitu kejahatan rumah tangga,
memperjanjikan salah satu pihak untuk tetap berkarir meski sudah menikah, dan

lain sebagainya (Muchsin, 2008: hal 7).

Konsep Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 69/PUU-XI111/2015

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of constitution
semenjak diamandemennya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 telah banyak melahirkan putusan-putusan yang menarik perhatian
masyarakat (Si Ngurah Ardhya dan | Putu Windu Mertha Sujana, 2021:297).
Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga negara di bidang kekuasaan
kehakiman yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
mana putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kekuatan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi terdiri dari kekuatan
hukum mengikat, kekuatan hukum pembuktian, dan kekuatan hukum eksekutorial
(Eva Dwinopanti, 2017: 25). Kekuatan hukum mengikat daripada putusan
Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengikat bagi para pihak yang berperkara,
melainkan mengikat dan/atau ditujukan kepada semua warga negara,
lembaga/pejabat negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia.

Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang putusannya mengenai
perjanjian perkawinan pada tahun 2016 telah menjadi ketentuan baru bagi

perjanjian perkawinan sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi
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Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XI11/2015 tanggal 27 Oktober 2016. Latar
belakang dari dikeluarkannya Putusan ini ialah karena adanya rasa diskriminasi
dan dilanggarnya hak konstitusional dari Pemohon yang telah menikah dengan
Warga Negara Asing tanpa adanya perjanjian perkawinan terlebih dahulu sebelum
perkawinan berlangsung, sehingga mengakibatkan terjadinya persatuan harta dan
hak Pemohon untuk memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan atas tanah
menjadi hilang dan terampas selamanya. Sehingga Pemohon sebagai warga
negara Indonesia tidak akan pernah berhak untuk mempunyai Hak Milik dan Hak
Guna Bangunan seumur hidupnya.

Akibat hukum adanya hubungan perkawinan antara Warga Negara
Indonesia dengan Warga Negara Asing berdampak pada status kewarganegaraan
dan kepemilikan aset. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria yang menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak
milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya
wajib melepaskan hak milik dalam jangka waktu satu tahun sejak hilangnya
kewarganegaraan itu (UU No. 5 Tahun 1960). Oleh karena itu, Pemohon mengajukan
permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 36
ayat (1) Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta Pasal 29
ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan
yang mengakibatkan terampasnya hak-hak asasi Pemohon sebagai seorang Warga
Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing. Mahkamah
Konstitusi menimbang dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

Terlepas dari permohonan Pemohon, hak lain yang dapat hilang akibat
tidak diadakannya perjanjian perkawinan antara Warga Negara Indonesia yang
menikah dengan Warga Negara Asing ialah haknya atas harta benda dan saham
dalam Perseroan Terbatas (PT) Indonesia. Dalam PT Penanaman Modal Dalam
Negeri, perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam
negeri harus perseorangan Warga Negara Indonesia (UU No. 25 Tahun 2007).
Apabila terdapat unsur penanam modal Warga Negara Asing, maka status

perseroan harus dialihkan menjadi PT Penanaman Modal Asing (PT PMA).
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI111/2015 dikeluarkan
dengan tujuan mengatur tentang waktu pembuatan perjanjian perkawinan. Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan hanya
mengatur mengenai pembuatan perjanjian pada waktu atau sebelum perkawinan
dilangsungkan, sedangkan ketentuan tersebut diubah dan disempurnakan setelah
dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
69/PUU-XI11/2015 yang menyatakan bahwa pemaknaan dari Pasal 29 ayat (1)
Undang-Undang Perkawinan yaitu pada waktu, sebelum dilangsungkan atau
selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama
dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pagawai pencatat
perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga
sepanjang pihak ketiga tersangkut. Pasal 29 ayat (4) menyatakan selama
perkawinan berlangsung, perjanjian kawin dapat mengenai harta perkawinan atau
perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali dari kedua belah pihak
ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan
itu tidak merugikan pihak ketiga (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
Putusan Nomor 69/PUU-X111/2015).

Pada intinya, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
69/PUU-XI111/2015 mengubah konsep perjanjian perkawinan yang semula hanya
dibuat pada waktu atau sebelum berlangsungnya perkawinan menjadi perjanjian
perkawinan dapat juga dibuat pada saat dan selama perkawinan berlangsung.
Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Nomor 69/PUU-XI11/2015 memberikan kelonggaran dalam ketentuan perjanjian
perkawinan yang sangat menguntungkan Warga Negara Indonesia yang telah
terlanjur melangsungkan perkawinan dengan Warga Negara Asing, khususnya
bagi para pihak yang sebelum perkawinan berlangsung tidak membuat suatu
perjanjian perkawinan pisah harta yang mana Warga Negara Indonesia tersebut
akan kehilangan hak untuk memiliki bangunan dan tanah di wilayah Indoenesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini tidak hanya mengatur
mengenai akibat hukum perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung
terhadap status harta kedua belah pihak, melainkan juga mengatur secara implisit

akibat hukum terhadap pihak ketiga. Adanya ketentuan dapat dibuatnya suatu
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perjanjian  perkawinan setelah perkawinan berlangsung memunculkan
kekhawatiran akan timbulnya kerugian bagi pihak ketiga. Oleh karena itu, solusi
untuk menghindari kerugian pihak ketiga ialah Notaris dalam hal diminta
membuat akta perjanjian perkawinan setelah berlangsungnya perkawinan,
meminta terlebih dahulu kepada para pihak untuk dapat melakukan pengumuman
pada surat kabar yang terbit di kota domisili para pihak dan/atau tempat
perkawinan para pihak dilangsungkan mengenai akan dibuatnya suatu perjanjian
perkawinan di antara para pihak. Pengumuman surat kabar ini dimaksudkan untuk
memberi kesempatan kepada pihak lain yang merasa keberatan akan akibat dari
setelah dibuatnya perjanjian perkawinan para pihak karena dibuat setelah

perkawinan berlangsung.

Akibat Hukum bagi Para Pihak dari Perjanjian Perkawinan

Selain itu, mengingat bahwa suatu perjanjian perkawinan baru dikatakan
sah dan mengikat pada pihak ketiga setelah perjanjian perkawinan tersebut
didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama.
Pendaftaran dan pencatatan perjanjian perkawinan meskipun perjanjian
perkawinan dibuat setelah berlangsungnya perkawinan tetap harus dilakukan.
Pencatatan dan pendaftaran tersebut harus didahului dengan pengajuan
permohonan ke pengadilan agar pengadilan memberikan perintah kepada Kantor
Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama untuk mendaftarkan dan
mencatatkannya. Setelah dicatatkan dan didaftarkan, barulah sah perjanjian
perkawinan tersebut dan memberi kepastian hukum bagi pihak ketiga.

Berdasarkan pengertian dan tujuan tersebut, dapat diketahui bahwa
perjanjian perkawinan menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap harta
kekayaan individu dalam suatu perkawinan karena harta kekayaan merupakan
suatu akibat hukum dari hubungan perkawinan. Perkawinan yang sah menurut
hukum akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut (Mulyadi, 2008: hal 41):
1. timbulnya hubungan antara suami-istri;
2. timbulnya harta benda dalam perkawinan; dan

3. timbulnya hubungan antara orang tua dan anak.
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Setelah perjanjian kawin tersebut berlaku, akan ada akibat hukum dari
perjanjian yakni antara suami dengan isteri akan terikat beserta pihak ketiga yang
berkaitan, perjanjian tersebut hanya dapat diganti atau diubah apabila disetujui
oleh kedua pihak serta tidak merugikan kepentingan orang lain. Dan apabila para
pihak tidak menaati perjanjian atau tidak melakukan tindakan yang diatur dalam
perjanjian tersebut maka akan dinyatakan telah wanprestasi sehingga pihak yang
dirugikan memiliki kewenangan untuk menuntut atas kerugian yang dialaminya.

Bagi perjanjian kawin yang tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri,
menimbulkan suatu akibat hukum bagi pihak yang telah merancang kemudian
harus dilakukan pendaftaran ke kantor pencatatan sipil untuk mengikat bagi pihak
lainnya. Apabila tidak dilakukan pendaftaran maka akan menimbulkan akibat
hukum yakni:

Bagi pihak yang membuatnya, sesuai dengan Pasal 29 ayat (1)
UndangUndang Perkawinan yakni perjanjian kawin dibuat secara tertulis agar
memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Sesuai dengan asas konsensualisme
bahwa perjanjian ada jika disepakati oleh para pihak dan mengikat bagi pihak
yang merancangnya. 2. Bagi pihak ketiga, jika perjanjian kawin tersebut tidak
didaftarkan maka pihak lainnya tersebut tidak terikat pada perjanjian tersebut
sesuai dengan yang ada di Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Sehingga apabila tidak didaftarkan maka pihak lainnya.

PENUTUP
Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka Penulis dapat
menyimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum positif Indoensia mengenai perjanjian perkawinan pasca berlakunya
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dalam Undang-
Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, kekuatan perjanjian
perkawinan yang semula diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
kekuatan mengikatnya setelah didaftarkan di kepaniteraan pada Pengadilan
Negeri dimana perkawinan dilangsungkan, akan tetapi Undang-Undang
Perkawinan mengatur ketentuan baru yaitu kekuatan mengikatnya berlaku

sejak dicatatkan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.
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2. Hukum positif Indonesia mengenai perjanjian perkawinan pasca berlakunya
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-
XI111/2015 ketentuan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan dapat
dibuat pada waktu perkawinan, sebelum dilangsungkan perkawinan, atau
selama perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah
perkawinan berlangsung harus didahului dengan pengumuman melalui surat
kabar agar tidak menimbulkan kerugian setelah mengikat pihak ketiga.

3. Perjanjian perkawinan menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap harta
kekayaan individu dalam suatu perkawinan karena harta kekayaan

merupakan suatu akibat hukum dari hubungan perkawinan.
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